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Abstrak

Hak berpendapat anak menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan oleh orang dewasa atau pemerintah ketika orangtua berselisih di pengadilan dalam menentukan hak asuh anak. Menjadi tugas hakim untuk menetapkan hak memelihara dan mendidik anak dan kepada siapa anak akan tinggal, akan tetapi sebelum membuat putusan atau menetapkan maka hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat anak. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan hak ini maka dilakukan penelitian tentang Penerapan Asas Penghargaan Terhadap Hak Berpendapat Anak Dalam Penetapan Pengadilan tentang Hak pemeliharaan dan mendidik Anak di Pengadilan Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Berdasarkan putusan yang diteliti, ada tiga pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak yaitu: keterangan saksi, usia anak  ang belum dewasa dan kedekatan hubungan antara anak dengan salah satu orangtua. Faktor yang menjadi hambatan dalam penyampaian pendapat anak di persidangan: anak belum mampu diajak berkomunikasi, masalahnya sangat bersifat pribadi, terbatasnya 

hakim yang mampu berkomunikasi dengan anak.
Kata kunci: Hak berpendapat anak, putusan pengadilan, pemeliharaan, mendidik 
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DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang  diperbaharui melalui UU Nomor 35 tahun 2014 telah mengatur hak-hak anak untuk berpendapat.Tidak ada batasan mengenai hal ini, artinya anak-anak berhak menyatakan pendapatnya di manapun dan tentang apapun. Di sisi lain, orang dewasa memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memenuhi keinginan anak-anak tersebut apabila hak berpendapat tersebut berkaitan erat dengan kepentingan yang terbaik bagi kehidupan atau masa depan anak tersebut.

Hak berpendapat anak menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan oleh orang dewasa atau pemerintah ketika orangtua berselisih di pengadilan dalam menentukan hak asuh anak.
 Menjadi tugas hakim untuk menetapkan hak memelihara dan mendidik anak dan kepada siapa anak akan tinggal, akan tetapi sebelum membuat putusan atau menetapkan maka hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat anak. Meskipun belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas dan pasti mengenai batas usia anak yang dapat didengar pendapatnya, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 telah mengatur batas usia anak yang dapat didengar pendapatnya untuk menentukan dengan siapa ia ingin tinggal, yaitu yang sudah mumayiz atau di atas 12 tahun. Pasal 105 (a) KHI menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 (belum mummayiz) maka hak asuhnya berada pada ibunya. Pasal ini secara tidak langsung menyiratkan maksud bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun (secara otomatis) akan mendapatkan hak memelihara dan mendidik dari ibunya, kecuali jika ternyata si ibu dianggap tidak cakap untuk mendapatkan hak asuh.
 Kemudian Pasal 105 (b) KHI menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 
Hak berpendapat anak menjadi faktor yang penting dalam hal terjadi perceraian karena dengan mendengarkan pendapat anak, maka hakim dapat membuat putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak. Kepentingan terbaik anak dalam hal terjadi perceraian orangtuanya tentunya sangat berkaitan dengan faktor dengan siapa dia akan tinggal, dipelihara dan dididik, meskipun kedua orangtunya telah berpisah anak berhak untuk bertemu dengan salah satu orangtuanya yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan dan mendidik begitu juga sebaliknya.
 Hal-hal demikian belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas sebagai pedoman bagi hakim dalam menetapkan hak memelihara dan mendidik anak. 
Apabila ketentuan dimaksud ada, maka bagi aparat pemerintah, akan mudah mengontrol terhadap pelaksanaan hak pemeliharaan dan mendidik anak ini, sehingga jika terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pemeliharaan dan mendidik anak,  maka pemerintah dapat dengan mudah dan tegas menindak pelaku demi kepentingan terbaik anak. 

Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak adalah persoalan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, masyarakat dan pemerintah. Meskipun hak berpendapat sudah diatur oleh Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah 36 Tahun 1990, namun sampai dengan sekarang - bahkan setelah berlakunya UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA Tahun 2002) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA Tahun 2014), persoalan ini belum menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa persoalan ini merupakan hal baru bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, dan tentunya menjadi sebuah tantangan untuk terpenuhinya asas-asas tersebut bagi anak-anak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui sebuah proposal penelitian tentang Penerapan Asas Penghargaan Terhadap Hak Berpendapat Anak Dalam Penetapan Pengadilan tentang Hak pemeliharaan dan mendidik Anak di Pengadilan Negeri Semarang.

2.Permasalahan

2.1.Bagaimanakah pendapat anak di persidangan dijadikan pertimbangan oleh Hakim 
       dalam menetapkan hak asuh anak?

        2.2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penyampaian pendapat anak 
       dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang?
3.Tujuan Penelitian

3.1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menggunakan pendapat anak 
Dalam Penetapan Pengadilan tentang Hak pemeliharaan dan mendidik anak di 
Pengadilan Negeri Semarang?

3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyampaian pendapat anak tentang hak  pemeliharaan dan pendidikan terhadapnya di Pengadilan Negeri Semarang ?

4. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk menunjukkan pentingnya mendengarkan suara anak atau hak berpendapat anak yang diterapkan oleh Hakim dalam membuat penetapan hak pemeliharaan dan mendidik anak karena hak berpendapat anak merupakan prinsip atau asas dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dan 2014 yang wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak khususnya hak berpendapat anak dalam penetapan hak pemeliharaan dan mendidik anak di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Metode Penelitian.
a. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiolois (empiris), yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian empiris yang bertitik tolak dari aspek hukum. 

        b.Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang diskriptif analitis. Dikatakan diskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan hak berpendapat anak dalam Pengadilan tentang Hak Pemeliharaan dan mendidik Anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Analisis mengandung makna bahwa dalam menganalisis maka seluruh data yang berkaitan dengan hak berpendapat anak dalam menentukan hak pemeliharaan dan hak mendidik akan digunakan.
         c.Teknik Pengumpulan Data.

Data Primer; dengan melakukan wawancara secara mendalam (in-depth interview) dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan tersebut akan berkembang sesuai dengan situasi ketika dilakukan wawancara.
Data Sekunder/studi dokumen; yakni Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori, pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang, informasi baik yang berupa ketentuan-ketentuan formal ataupun data resmi.
         d.Jenis Data dan Metode Pengumpulannya

Untuk menjawab permasalahan dalam mengidentifikasi usia anak dan digunakannya pendapat anak di dalam persidangan oleh Hakim di dalam menetapkan hak asuh anak maka dibutuhkan sejumlah data yang berupa: data sekunder dan primer.

 1.Data Sekunder 
   Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka. 

    Jenis data kepustakan atau sekunder dicari dari referensi utama, yaitu:

Bersifat umum, terdiri dari buku-buku teks atau literatur kontemporer atau pengetahuan ilmiah yang baru berisi petunjuk tentang hak anak untuk berpendapat.
 Bersifat khusus, terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang penetapan     

 hak asuh anak, dokumen atau naskah perundang-undangan berkaitan dengan hak  

 anak untuk berpendapat khususnya dalam proses  pengadilan perdata.
    Putusan Pengadilan yang akan diteliti adalah putusan tentang penetapan hak asuh 
    anak sebanyak 6 dari kurun waktu 2014-2016, masing-masing 3 putusan untuk 
    setiap tahun. Pertimbangan diambil kurun waktu 2013-2015 karena telah 
    diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002 dan UU Nomor 
    35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlidungan 
    Anak.


 2.Data Primer
Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 4 orang. Hakim tersebut adalah Hakim yang pernah memutus atau menetapkan hak asuh anak dalam kasus perceraian atau penetapan hak anak.

e. Metode Analisa data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu analisa data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan, yaitu data yang diskriptif.

       f. Lokasi Penelitian


Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Semarang,
Jl. Siliwangi, Semarang
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Asas Penghargaan terhadap Hak Berpendapat Anak.
Asas penghargaan terhadap anak adalah merupakan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.
 Sedangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Oleh karena itu, Indonesia harus mengimplementasikan perlindungan anak itu secara normatif didalam peraturan perundang-undangan.

Ada empat prinsip dasar bagi penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup-kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap hak berpendapat anak. Keempat prinsip dasar ini diakomodasi oleh pemerintah Indonesia di dalam Pasal 2 UUPA Tahun 2002
 dan UUPA Tahun 2014.

Penjelasan Pasal 2 UUPA tahun 2002 tidak menjelaskan pengertian asas non-diskriminasi. Akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 13 (1) Huruf a UUPA Tahun 2002 diuraikan perlakuan yang bersifat diskriminatif, yaitu perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dengan demikian maka asas non-diskriminatif dapat disimpulkan sebagai suatu prinsip dasar yang tidak membolehkan terjadinya perlakuan-perlakuan yang diskriminatif sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 UUPA Tahun 2002.

Selanjutnya, penjelasan prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dimaknai sebagai hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Prinsip dasar berikutnya adalah asas penghargaan terhadap pendapat anak yang dinyatakan sebagai sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan prinsip dasar kepentingan terbaik sebagaimana diuraikan di atas maka tampak bahwa tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kata ‘kepentingan’ itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk mendefinisikan kembali mengenai kepentingan itu sendiri baik mengenai jenis dan bentuknya. Penjelasan ini juga menekankan kepada pemerintah melalui seluruh badan organisasi dan masyarakat untuk mengutamakan prinsip dasar ini di dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak (dan kepentingannya) – tuntutan yang sama juga diberlakukan terhadap hak berpendapat anak. Berdasarkan penjelasan prinsip dasar penghargaan terhadap pendapat anak, maka anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan memiliki hak yang bersifat mutlak untuk menyatakan pendapatnya, terutama jika hal-hal yang akan ditentukan/diputuskan/ditindaklanjuti akan mempengaruhi kehidupannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ‘hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya’, dengan demikian konsep ini mempunyai arti yang sangat luas sehingga dapat dilakukan analisis ulang terhadap hal ini untuk kebutuhan suatu penyusunan konsep yang berkaitan hak berpendapat anak dikaitkan dengan kepentingan atas kehidupannya.

Di dalam Konvensi Hak Anak, penjabaran asas kepentingan anak terdapat di beberapa pasal, misalnya Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:  Pasal 3(1) menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan yang utama, Pasal 5 menghargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua untuk menyediakan dalam tata cara yang terus-menerus yang disesuaikan dengan kapasistas anak, pengawasan yang wajar. Kemudian, Pasal 9 (3) menyatakan penghargaan terhadap anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, Pasal 12 (1) mengatur bahwa adalah hak bagi seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang terkait dengan dan berakibat terhadap anak tersebut; pendapat mereka diberikan dengan mengingat umur dan kedewasan mereka. Pasal 18 (1).  

2. Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Hak Berpendapat Anak dalam Penetapan Hak Pemeliharaan dan mendidik Anak.
Selain UUP tahun 2002 dan UUPA Tahun 2014, terdapat Peraturan perundang-undangan nasional yang memuat kata ‘kepentingan anak’ dalam kaitannya dengan kewajiban orangtua atau salah satu dari mereka untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya; peraturan tersebut adalah UU Perkawinan. Peraturan yang berikutnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang secara tidak eksplisit mengakui hak berpendapat anak dengan menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Jadi kedua peraturan tersebut mengatur prinsip dasar hak-hak anak yang berbeda satu sama lain yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain.

2.1. UU Perkawinan.
Kata kepentingan terdapat di dalam UU Perkawinan di dalam Pasal 41. Pasal 41 (a) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya, Pasal 41 (b) mengatur Bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; dalam hal Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan sang ibu untuk turut serta memikul biaya tersebut.

Pada penjelasan Pasal 41 (a) dan (b) UUP tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ‘kepentingan anak’. Pasal 41 (a) dan (b) hanya menentukan bahwa Bapak dan Ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan lebih menekankan tanggungjawab kepada Bapak daripada Ibu dalam hal menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. 
2.2. KHI

Seperti halnya UU Perkawinan, KHI hanya membatasi kepentingan anak terbatas pada pemeliharaan dan pendidikan. Akan tetapi KHI mengatur hak berpendapat anak meskipun  tidak dinyatakan secara eksplisit. Hal ini terlihat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:
Dalam hal terjadinya perceraian:

a.Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun   

    adalah hak ibunya;

  b.Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

     memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak     

    pemeliharaannya;

              c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan hak asuh anak atau hak hadhanah dan hak nafkah anak, maka pengadilan menggunakan ketentuan dalam Pasal 156 (e) KHI yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan putusannya berdasarkan Pasal 156 (a),(b), dan (d) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

     

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

    

 2. ayah;

    

 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

    

 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

    

 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

   

    dari ayah atau ibunya;



c….
d.semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Uraian di atas menunjukkan bahwa hanya KHI yang dengan jelas mengatur hak anak untuk didengar pendapatnya tentang keinginannya untuk ikut salah satu dari orangtuanya yang bercerai. Meskipun demikian hak berpendapat ini dibatasi kepada mereka yang telah berumur 12 tahun – bagi mereka yang berumur di bawah dua belas (12) tahun tampaknya mengikuti ibunya secara otomatis (lihat ketentuan Pasal 105 KHI). Ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan asas non-diskriminasi pada Pasal 2 dan Pasal 13 UUPA Tahun 2002, dan juga belum memenuhi asas kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap hak berpendapat anak.
3. Pengertian Perkawinan
Perkawinan adalah lembaga kemasyarakatan yang mendasari adanya kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah rumah tangga/keluarga. Hidup bersama ini terlepas dari pada ilmu hayat (biologi) yang ditaati dengan ditandai adanya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang hidup bersama tersebut, tetapi lebih jauh lagi bahwa hidup berma itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 Sedangkan menurut Dariyo, bahwa; “Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang btelah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikawan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.
 Selanjutnya menurut Soedharyo Soimin sebagai berikut, bahwa; “Perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria denganseorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Pada prinsipnya suatu perkawinan adalah sebuah perjanjian, tetapi perjanjian perkawinan sangat berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang dapat dibuat bebas oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dan melangar ketentuan-ketentuan serta norma-norma kesusilaan, dn etika yang ada dan hidup dalam masyarakat. Tetapi  perjanjian perkawinan dapat kisebut perjanjian sebab persetujuan antara pihak-pihak  itu sendiri terjadi sebelum  perkawinan  terjadi, baik itu antara mempelai dan mempelai denan keluarga masing-masing pihak yang akhirnya dapat menimbulkan hubungan hukum dan hak serta kewajiban suami istri.
Sedangkan di dalam ketetuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga) yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Dari ketentuan Pasal 1 UU. No 1 Tahun 1974 ini bisa diambil suatu pengertian bahwa, “Tiujuan ideal yang tinggi dan mencakup pengertian jasmaniah dan rohaniah yang akan melahirkan keturunan”
 sedangkan jika ditelisik lebih jauh lagi bahwa selain perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita juga mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram, serta kebahagian tersebut akan menjadi lengkap jika dalam perkawinan tersebut pasangan suami istri dikarunia anak atau keturunan.
Dengan lahirnya anak maka lahirlah juga hubungan hukum anak dengan orangtua, dimana hubungan hukum itu sendiri akan melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya, dan ini bisa diketahui dari ketentuan Pasal 45 UU. No. 1 Tahun 1974 yang mengamanatkan, bahwa :
1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Kewajian orangtua dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana beraku terus meskipun perkawinan orang tua putus.

Sedangkan selenjutnya dalam ketentuan Pasal 46 UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan juga bahwa :

1. Anak wajib menghormati orangtuan dan  menaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa  ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orantua dan keluarga garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.
Melihat dua ketentuan dalam pasal tersebut di atas, ada hungan timbal balik yang sangat erat antara anak dengan orangtuanya yang tidak akan bisa merakhir meskipun perkawinan kedua orangtuanya tersebut telah putus karena perceraian.

  4. Pengertian Perceraian
Perceraian adalah terputusnya tali keluarga yang disebabkan oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri memutuskan untuk meninggalkan atau saling meninggalkan, sehingga pasangan tersebut saling menghentikan kewajiban-kewajiban sebagai suami instri. Menurut Soemiyati perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
 Sedangkan pengertian perceraian dalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa; “Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yangbtelah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.” Oleh sebab itu, perceraian dalam hal ini dilihat sebagai akhir dati suatu ketidak harmonisan sebuah perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi telah diakui oleh hukum yang berlaku saat itu. 

4.1. Alasan-alasan Perceraian
Alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh undang-undang serta dapat dijadikan landasan untuk bercerai diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1975. 

Di dalam Pasal 39 ayat (2) menganatkan, bahwa; “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dinyatakan di dilamnya,bahwa pervceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

b.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

c.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang    

    membahayakan pihak yang lain;

d.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat   

   menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak 
    ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

f. Suami melanggar taklik talak;

   g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam 
       rumah tangga.
4.2. Akibat Perceraian
Di dalam ketentuan Pasal 41 UU. No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai tiga akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh suatu perceraian terhadap anak-ananknya, yaitu :

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak;

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

4.3.Hak Pemeliharaan dan Mendidik Anak
Putusnya tali perkawinan pastinya akan menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum ini mestinya juga akan dimengerti dan dipahami patra pihak yang bercerai. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri kewajiban dan/atau menentukan kewajiban ini tentu berdasar hakum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal yang menyangkut anak Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dapat diketahui bahwa akibat hukum pada anak setelah terjadinya perceraian, yaitu :
a.Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-
   mata berdasar kepentingan anak, bilamana ada perselisihan menenai penguasaan  

   anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

b.Bapak yang bertanggungjawab tas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang 
diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengdilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya di dalam Pasal 45 UU. No. 1 Tahun 1975 mengamanatkan sebagai berikut:

a.Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

b.Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau 
   berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya 
   putus.

Di samping itu pengadilan dapat pula memberi putusan tentang siapa diantara mereka berdua (para pihak) untuk menguasai anak untuk memelihara dan mendidik, jika terjadi  perselisihan antara mereka, maka keputusan pengadilan dalam hal ini akan juga didasarkan pada pertimbangan kepentingan anak.
Sedangkan di dalam Pasal 47 UU. No.1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa;

a.Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
   perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama merka tidak dicabut 
   kekuasaannya.
b.Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar 
   pengadilan.

Namun demikian, jika orangtua di dalam melaksanakan kekuasaanya itu sudah dianggap tidak cakap atau tidak mampu memelihara atau mendidik anak-anaknya itu, maka kekuasaan dimaksud dapat dicabut oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Hal ini seperti apa yan dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut; 

Orangtua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya, yaitu meliputi ketidak becusan si orangtua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit, udzur, atau gila dan bepergian dalam jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberi contoh yang baik.

Apabila kekuasaan orang tua dicabut, tetapi untuk biaya dan nafkah anak wajib diberikan, hal ini seperti diatur dalam Pasal 49 UU. No. 1 Tahun 1974 yang memberi amanat sebagai berikut :
1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan atas permintaan orangtua yang lain, keluara anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal :
a. Ia telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

b. Ia berkelakuan sangat buruk sekali.

2)Meskipun orangtua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkawajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anaknya tersebut.

Maka orangtua tidak akan lepas tanggungjawabnya terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya walau kekuasaan orangtua itu sendiri telah dicabut sampai anak sudah dianggap dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri ataupun sudah kawin.
5. Pertimbangan Hakim

5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim
Kata pertimbangan berasal dari suku kata timbang yang berarti sama berat, sama rasa sedangkan kata pertimbangan memiliki arti pendapat tentang baik buruk, memikirkan baik-baik untuk menentukan, memikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan, memintakan pertimbangan kepada, menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan.

Oleh karena itui, ketika hakim melakukan proses persidangan dalam memeriksa perkara, maka hakim itu akan memerlukan juga pembuktian-pembukatian dari para pihak, dari hasil pembuktian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan (memikirkan baik-baik) untuk memutus suatu perkara.Tahapan pembuktian ini amatlah penting di dalam sebuah pemeriksaan di persidangan, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah kepastian/fakta-fakta yang didalilkan pihak-pihak itu sunguh-sungguh terjadi yang akan dijadikan dasar penjatuhan putusan yang benar dan adil.

Oleh sebab itu, hal yang paling penting di dalam menciptakan terwujudnya sebuah nilai putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah pertimbangan hakim, oleh sebab itu pertimbangan hakim tersebut haruslah dibuat dan disikapi secara teliti, hati-hat, cermat dan baik. Namun  jika pertimbangan hakim itu tidak dibuat dengan teliti, hati-hati, cermat dan baik niscaya putusan yang dibuat hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tingkat atasnya, yaitu pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
 

Selain hal tersebut di atas, maka sebuah pertimbangan hakim harus memperhatikan pula muatan-muatan dalam pertimbangannya, yaitu :
a. Pokok permasalahan dan dalil-dalil yang tidak dibantah;

b. Analis yuridis terhadap putusan dari semua segi yang berkaitan dengan fakta 
             atau hal-hal yang dapat dibuktikan dalam persidangan;

c. Semua bagian petitum Penggugat yang dipertimbangkan dan diadili satu 
            persatu, sehingga hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan apakah dalil-dalil 
           yang diberikan itu terbukti/tidak;

d.  Apakah tuntutan yang diminta dapat dilkabulkan atau tidak;

e.Apakah tuntutan itu sudah termuat dalam amar putusan.

Sehingga putusan hakim yang dijatuhkan sungguh-sungguh darasa adil dan benar oleh pihak-pihak dan dianggap sudah benar dan sesuai dengan kenetuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat atasnya.

5.2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim
Hakim di dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang mempunyai kaitan, sehingga didapat hasil yang optimal dan seimbang baik dalam teori maupun praktek. Dengan demikian akan dihasilkan putusan yang mempunyai kepastian hukum.
Dasar untuk itu semua tertuang dalam UUD’45 Pasal 24 ayat (1) yang mengamantkan bahwa; “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan pada UU. No 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menegaskan kembali bahwa; “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” ini berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudisial, kecuali yang telah diatur dalam UUD’45. Kebebasan yudisial ini mempunyai sifat yang mutlak karena tugas kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berdasakan Pancasila, sehingga di dalam putusan-putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia.
Harus diartikan bahwa kebebasan hakim itu adalah tidak memihak (impartial judge) dan hal ini diperjelas dalam UU. No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, bahwa; “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Oleh karena itu, ketika hakim memberi keadilan hukum tidak memihak dan harus menelaah terlebih dahulu akan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian yang akan diakaitkan dengan hukum yang berlaku, dan baru nkemudian hakim akan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa itu.

Dasar berikutnya adalah Pasal 16 ayat (1) UU. No. 35 tahun 1999 jo. UU. No. 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan, bahwa;”penadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadila suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka di sini hakim dianggap tahu hukumnya, bahkan jika ada kekosongan hukumpun hakim harus menemukan hukumnya, dengan diperbolehkan untuk mengacu kepada yurisprudensi maupun pendapat-pendapat para ahli hukum (doktin), dan dalam menjatuhkan putusannya hakim harus pula memperhatikan Pasal 28 ayat (1) UU. N0 48 Tahun 2009 yang mengamantkan, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nila-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” sehingga dalam putusnnya tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat saja, tetapi ia harus menggggali, mengikuti dan memahaaami betul nilai-nilai tersebut.
9.3. Tanggung Jawab Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Dalam menjalankan proses persidangan di pengadilan, hakim harus aktif menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaiakan para pihak dan memberi kesempatan pada para pihak (melalui kuasa hukum) untuk bertanya pada saksi-saksi, hal ini dimaksudkan  guna menemukan kebenaran materiil. Namun pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas semua hal yang telah menjadi putusan.
  yakni:
a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan 
hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid.dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtiheid perlu di-adilkan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu aalah tanggungjawab jurist yang terletak dalam justisialisasi dari pada hukum;
b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu 
    adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk 
    berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan tampak sebagai pebela hukum 
    dalam pemberian putusannya;
c.Pengintegrasian hukum; hukum perlu snantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus  tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sisytem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan.perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif, sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepumulihan pada posisi asli restitutio in intergrum;
d.Totalitas Hukum; menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di baah dia melihat sosial dan ekonomi sebaliknya  di atas hakim melihat  moral dan religi yang menunutu nilai-nilai kebaikan dan kesician. Kedua nilai itu perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, di saat itu segi sosial dan ekonomi menuntut pada hakim supaya putusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial dan ekonomi;
e.Personalisasi hukum; mengkhususkan keputusan pada personal (pribadi) para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berkepribadian dan keluhuran.  Dalam personalisasi hukum ini muncullah tanggangjawab hakim sebagai pengayom (pelindung).  Di sini hakim dipanggil untuk bisa memberi pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Jadi hakim sebelum membuat dan menjatuhkan putusannya di pengadilan, maka ia harus memberikan penilaian terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan serta penuh dengan kecermatan kekuatan pembuktian, yang diperolehnya dari pemeriksaan dan kesaksian dalam proses persidangan di pengadilan. Dan dari tahapan itu kemudian hakim akan mengadakan sidang musyawarah terakhir diantara hakim-hakim (majelis hakim) untuk mengambil putusan yang didasarkan atas tuntutan dan semua yang telah dibuktikan dan terbukti dalam proses persidangan.
6. Putusan Pengadilan.
  6.1. Pengertian Putusan.
Kata Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonis, merupakan produk suatu peradilan yang dikarenakan adanya dua atau lebih pihak-pihak yang berhadapan dalam suatu perkara, yakni antara Penggugat, tergugat maupun pihak ketiga.Putusan itu sendiri merupakan produk dari adanya suatu peradilan yang sebenarnya (jurisdictio contentiosa), yang biasanya memuat perintah pengadilan pada para pihak yang kalah agar melakukan sesuatu, atau berpuat sesuatu atau melepaskan sesuatu dan menghukum sesuatu, maka dalam diktum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan) Perintah dari pengadilan ini apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan dengan  paksa yang disebut dengan eksekusi.
 

Sedangkan Putusan itu merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (Contensius).
 Atau putusan adalah merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.
 Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan pula, bahwa; “Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak”
 sedangkan di dalam pengadilan agama, putusan adalah; putusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalan arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara cententiosa. Karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).
 Sehingga putusan itu menuntut suatu keadilan, seangkan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwa, sedangkan peraturan hukum adalah suatu alat. Oleh sebab itu, di dalam putusan hakim yang sangat perlu adalah pada pertimbangan hukumnya, sehingga mempunyai alasan yang objektif serta mempunyai kekuata hukum, supaya putusan itu tidak dapat diubah.

      10.2. Asas Dalam Putusan
        Asas-asas yang menjadi dasr pembuatan suatu putusan:
a. Memuat Secara Jelas dan Rinci dasar alasan Putusan.

Dasar alasan hukum yang dijadikan pertimbangan dalam memutus berpatokan pada :

1). Perundang-undangan, dan Pasal-pasal tertentu;

2). Kebiasaan-kebiasaan hukum;
3). Yurisprudensi; 

4). Doktrin-doktrin hukum.

b. Wajib Mengadili seluruh bagian dalam gugatan.

Di dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan dan tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dan mengabaikan gugatan yang selebihnya.

c.Tidak Boleh Memutus Melebihi Apa yang Dituntut. 
Hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut (ultra petitum partium). Apanbila dilakukan oleh hal itu dilakukan oleh seorang hakim, maka putusan tersebut dianggap cacat walau putusannya didasari alasan bagaimanapu.
d. Diucapkan di Muka Umum. 
1). Azas Keterbukaan, bersifat imperatif;

Dengan dibacakannya putusan di muka umum, untuk mencegah terjadinya kontrol supaya peradilan tidak diskriminatif atau berat sebelah. Ditujukan supaya hakim di dalam membuat putusan berhati-hati dan saksama.

2). Akibat Hukum jika Melanggar Azas Keterbukaan.

Pada Pasal 20 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang .......mengamanatkan, bahwa ; Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Maka berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU. No. 4 Tahun 2004 tersebut di atas, pelanggaran terhadap azas keterbukaan tersebut berakibat pada putusan yang telah dijatuhkan, yakni; Putusan tidan sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
6.3. Bentuk Putusan 
Supaya putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak terdapat kecacatan, maka putusan itu harus taat pada azas yang termuat dalam Pasal 178 HIR. Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap putusan diharuskan memuat hal-hal berikut;
1. Kepala Putusan.
Pada bagian atas putusan dituliskan :”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa” Kekuatan eksekutorial justru ada pada kepala putusan ini, jika kepala putusan ini tidak dicantumkan maka putusan hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan (pasal 4 ayat (1) UU. No. 4 Yahun 2004).
2. Identitas Para Pihak.

Identitas harus dimasukkan di dalam putusan, yakni menyebut para pihak, nama, alamat, pekerjaan serta nama kuasanya (apabila pihak menguasakan pada orang lain).

3. Pertimbangan atau alasan.

Pertimbangan atau alasan putusan hakim ini ada 2(dua) bagian, yakni pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan mengenai hukumnya.

Dalam Pasal 184 HIR atau 195 RBG, dan Pasal 23 UU. No. 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan UU .....menentukan bahwa; “Setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, poko perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan”.  Dengan dimasukkannya alasan sebagai dasar pengambilan putusan menjadikan putusan tersebut  mempunyai nilai yang objektif dan mempunyai pula wibawa.
4. Amar atau Diktum Putusan.
Di dalam amar putus memuat tentang pernyataan hukum, timbul atau hilangnya suatu keadaan hukum, penetapan hak serta isi putusan yang berupa pembebenan prestasi tertentu. Sedangkan di dalam diktum berisi penetapan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

5. Mencantumkan Biaya Perkara.

Biaya perkara dicantumkan dalam putusan, hal ini diatur Pasal 184 ayat (1) HIR serta Pasal 187 RBG, sedangkan jumlah biaya perkara yang dibebankan pihak yang berperkara juga diatur dalam Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 194 RBG. 
6.4. Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan.

Kekuasaan pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara adalah merupakan bentuk dari fungsi konstitusionil seperti yang diamanatkan ole ketentuan Pasal 24 UUD’45. Berkenaan dengan itu Yahya Harahap mengemukakan, bahwa; sistem penegakkan hukum yang resmi adalah di forum badan peradilan yaitu pada pengadilan negeri.
 Sedangkan di dalam penjatuhan putusan suatu perkara seorang hakim mempunyai kebebasan, namun ada beberapa prinsip yang harus diingat yaitu:
a. Pengadilan Sebagai Katup Penekan.

Peranan dan fungsi pengadilan adalah sebagai katup penekan, yaitu dalam menyelenggarakan sistem peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, yakni pelanggaran: Konstitusi, Ketertiban Umum, Kebiasaan, terhadap kepatutan, kepentingan umum, sehingga apapun bentuk pelanggaran-pelangaran hukum itu harus diadili dan mendapat hukuman secara adil, tidak sewenang-wenang.

Tujuan utama dalam memberikan hukuman adalah untuk katup penekan, yaitu berupa:

1). Tindakan preventif, utamanya pada msyarakat dan pelaku;
2). Tindakan Represif untuk pelaku;

3). Tindakan Korektif pada pelaku;

4). Tindakan edukatif, kepada masyarakat dan pelaku.

b. Pengadilan adalah Pelaksana Penegak Hukum.

Sebagai pelaksana penegak hukum, pengadilan mempunyai 2 fungsi utama, yaitu:

1). Penjaga Kemerdekaan Masyarakat.

Yaitu membela serta menjamin terlindunginya HAM pihak-pihak yang bersengketa, kelompok maupun orang perorangan serta meningkatkan perlindungan HAM dibidang kehidupan serta penegakkan hukum.

2). Pengadilan Merupakan Wali Masyarakat.


Hakim mempunyai peranan serta harus bertindak sebagai wali yang baik pada masyarakat yang mencari keadilan. Oleh sebab itu hakim harus tegas dan menjamin dalam menyelengarakan proses peradilan dan menyelesaikan sesuai tuntutan hukum dengan didasarkan pada; perlakuan sama di muka hukum dan perlindungan yang sama oleh hukum.
c.Kebebasan Hakim Bersifat Relatif dan Tidak Mutlak.
Kebebasan kehakiman bebas dari campur tangan pihak eksekutif, legislatif seta semua paksaan, direktiva maupun rekomendasi dari pihak manapun wajib ditolak. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 UU. No.4 Tahun 2004 alinea pertama yang menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali yang disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya dinyatakan pula dalam  Pasal 1 UU. No. 4 Tahun 2004 menjelaskan , bahwa : “kebebesan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila sehingga putusanya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.” Sehingga penjelasan dalam Pasal 1 ini menunjukkan bahwa penerapan hukum oleh hakim tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat relatif karena masih ada batasan-patasan yang tidak boleh dilalui, yaitu Pancasila dan rasa keadilan masyarakat.
d. Secara Fundamental Tidak demokratis. 

Di dalam menjatuhkan putusan kedudukan hakim :

1). Secara fundamental tidak demokratis;

2). Pada saat hakim mengambil keputusan:

2.1. Tidak membutuhkan akses dari siapa dan manapun;

2.2. Tidak memerlukan negosiasi dengan pihak manapun;

2.3.Tidak memerlukan kompromi dari siapa dan kekuasaan apapun.

Dengan demikian seorang hakim ketika akan menjatuhkan putusannya tidak memerlukan pendapat, saran dan pertmbangan dari pihak manapun. Karena putusan itu dijatuhkan atas dasar nurani hakim sendiri sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan bukti-bukti serta fakta yang terdapat dalam persidangan.
e. Imunitas Hakim.
Imunitas hakim bersifat total karena hal ini bentuk dari konsekwensi kekuasaan kehakiman dan berlaku dengan mengacu pada:
1). Putusan yang dijatuhkan salah atau benar, harus dianggap benar dan adil jika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila prinsip ini tidak dipegang teguh, maka akibatnya sendi negara hukum dan kepastian hukum akan runtuh.

2). Hakim tidak bisa dituntut serta disalahkan atas pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan, bahkan apabila hakim telah melampui batas wewenangnya, keliru menerapkan hukumnya, maupun telah melanggar hukum acara yang berlaku.

Apabila prinsip imunitas ini tidak ditegakkan maka sistem peradilan akan menjadi kacau, karena akan terjadi kebebasan dalam menggugat kekuasaan kehakiman. Untuk itu, kekeliruan dalam suatu keputusan telah disediakan koreksi terhadap putusan yang dijatuhkan hakim, yaitu melalu upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Terhadap kekeliruan tersebut hakim dapat dinyatakan tidak profesional dan dengan dikualifikasikan tidak profesiponal itu ia dapat terkena sanksi administratif, yaitu berupa pencabutan jabatan hakim secara tetap dan dicabut haknya untuk bersidang, memeriksa serta mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.
f. Putusan Hakim Mutlak.

Putusan yang dijatuhkan hakim harus benar-benar berdasarkan sistemperadilan yang fair, jujur dengan pertimbangan hukum yang berdasarkan keadilan yang bermoral tidak berdasarkan undang-undang semata, jika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap maka siapapun tidak ada yang mempunyai hak dan berkuasa untuk mengubahnya (hanya sebatas grasi dan amnesti) ataupun melaui Peninjauan kembali. Maka putusan itu wajib dilaksanakan baik itu secara sukarela ataupun melalui paksaan (eksekusi) dengan tidak mempermasalahkan putusan yang dijatuhkan itu berakibat buruk atau tidak menyenangkan dan  kejam.
6.5. Jenis-Jenis Putusan
Beberapa jenis putusan hakim dalam pengadilan dilihat dari segi fungsinya, yaitu untuk mengakhiri suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

6.5.1. Putusan Akhir
Putusan akhir adalah sebuah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dalam persidangan, baik itu yang melalui proses tahapan dalam persidangan ataupun yang tidak melalui proses atau belum dilakukan proses pentahapan pemeriksaan.

Penjatuhan putusan sebelum sampai pada tahap akhir, namun sudah mengakhiri pemeriksaan, yakni:

a. Putusan gugur;

b. Putusan Verstek yang tidak dilawan (verzet);

c. Putusan tidak diterima;

d. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Kecuali undang-undang menentukan lain, semua putusan akhir dapat dimohonkan.

  6.5.2. Putusan Sela
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam proses pemeriksaan yang bertujuan supaya pemeriksaan dalam persidangan berjalan lancer. Dengan adanya putusan sela bukan berarti pemeriksaan perkara berakhir, tetapi putusan sela tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap jalan dan arah dari pemeriksaan.
Putusan sela dimuat dalam berita acara persidangan dan putusan sela dibuat seperti  putusan biasa serta tidak terpisahkan. Putusan sela ini akan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan harus ditandatangani oleh majelis hakim seta panitera siding. Putusan sela tidak berdiri sendiri dan merupakan bahan untuk dipertimbangkan dalam putusan akhir, oleh sebab itu harus selalu tunduk pada putusan akhir. Hakim dapat mengubah putusan sela seturut keyakinan hakim, dan hakim tidak terikat padanya. Dalam putusan sela ini tidak ada upaya banding, kecuali berbarengan dengan banding terhadap putusan akhir, dan terhadap putusan sela tersebut pihak-pihak bisa meminta salinan putusan sela yang sah.

6.5.3. Putusan Prepraratoir
Merupakan salah satu spesifakasi yang ada dalam putusan sela, yang dijatuhkan hakim untuk menyiapkan serta mengatur dalam melakukan pemeriksaan perkara. Sedangkan sifat dari putusan ini pada dasarnya tidak akan berpengaruh terhadap poko perkara. Contoh : putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (reconventie) tidak akan diputus bersamaan dengan gugatan dalam conventie.
 Misalnya juga seperti sebelum hakim memulai persidangan ia menjatuhkan putusan dalam hal mengatur penjadwalan hari sidang atau tahapan-tahapan dalam persidangan, namun hal ini jarang dilakukan. 
6.5.4. Putusan Interlacutoir
Bentuk khusus dalam putusan sela, putusan ini dapat berisi bermacam-macam perintah di dalam tahapan proses pembuktian dan putusan ini akan  berpengaruh terhadap dalam pokok perkara, atau mempengaruhi putusan akhir.
 Misalnya;

a. Putusan untuk mendatangkan dan mendengarkan keterangan ahli, hal ini diatur dalam Pasal 154 HIR.

b. Putusan yang memerintahkan adanya pemeriksaan setempat, diatur dalam Pasal 153 HIR. Hal ini bisa dimohonkan oleh salah satu pihak berperkara dan pelaksanaannya dilakukan oleh hakim komisaris dan panitera.

c. Putusan yang memerintahkan adanya pengucapan sumpah, baik itu sumpah tambahan ataupun sumpah penentu, ini diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1929 KUH. Perdata.
d. Putusan yang memerintahkan untuk pemanggilan saksi secara resmi oleh juru sita, ini berdasarkan permohonan pihak karena saksi yang diperlukan tidak hadir,  diatur dalam Pasal 139 HIR.

e. Putusan yang memerintahkan diadakannya pemeriksaan pembukuan oleh pihak yang berkompeten untuk itu (akuntan publik).

6.5.5. Putusan Incindenteel
Merupakan salah satu dari macam putusan sela yang berkaitan dengan terjadinya incident,yang diartikan oleh Rv sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda jalannya pemeriksaan perkara dalam sidang.
 Ada dua bentuk putusan incidenteel, yaitu :
a. Putusan  Incidenteel dalam gugatan interventie.

Putusan yang memberi kesempatan dan hak kepada pihak ketiga yang mempunyai kaitan dan berkepentingan supaya bisa menggabungkan diri pada suatu perkar yang masih dalam tahap proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Gugatan interventie ini berbentuk :

1) Voeging; pihak ketiga masuk dalam perkara dengan ikut campur atau memihak pada salah satu pihak yang berperkara.
2) Tussenkomst; pihak ketiga masuk dalam perkara untuk membela kepentingannya sendiri, karena apa yang disengketakan melekat kepentingannya sendiri.
3) Vrijwaring; pihak ketiga masuk dalam perkara karena ditarik oleh pihak tergugat dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Untuk bertanggungjawab kepada tergugat karena adanya gugatan penggugat yang ditujukan kepadanya, hal ini juga berlaku sama untuk Penggugat.
b. Putusan Incidenteel dalam sita jaminan (consevatoir beslag)
Putusan ini dijatuhkan jika hakim mengabukal permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. 
6.5.6. Putusan Provisioneel
Disebut juga provisioneel beschikking, yaitu putusan yang bersifat sementara dan berisi tindakan sementara menunggu putusan akhir terhadap pokok perkara dijatuhkan, ini diatur dalam Pasal 180 HIR. Misalnya; mengenai pelarangan penerusan pembangunan gedung di atas tanah yang masih dalam sengketa dengan diancam hukuman denda.Pada dasarnya gugatan provioneel ini dapat diajukan sendiri atau bisa juga diajukan berbarengan dengan gugatan pokok, mengingat gugatan provesioneel ini tidak bisa diajukan tanpa adanya gugatan pokok.karena gugatan previsioneel ini merupakan accessoir  dari gugatan pokok.

Dalam hal menjatuhkan putusan Provisioneel ini, hakim harus mempertimbangkan betul akibat langsung yang melekat dalam putusan tersebut. Karena di dalam putusan provisioneel melekat putusan serta merta (uitvoebaar bij voorraad) yang berakibat putusan tersebut bisa dilaksanakan terlebih dahulu walaupun perkara pokonya belum diperiksa dan diputus.

6.5.7. Putusan Gugur
Putusan yang dijatuhkan berdasarkan hadir tidaknya pihak, yaitu sebagai berikut :
a. Putusan Gugur.

Putusan gugur adalah putusan yang berisi pernyataan, bahwa gugatan gugur karena Penggugat sudah dipanggil tetapi tidak pernah hadir dan tergugat hadir serta memohon putusan. Putusan gugur dapat dijatuhkan saat sidang pertama atau sesudahnya, tetapi sebelum pembacaan gugatan.

Putusan gugur ini bisa dijatuhkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Penggugat sudah dipanggil secara resmi serta patut supaya hadir dalam sidang;

2) Penggugat tidak hadir serta tidak mewakilkan (kuasa) pada orang lain;
3) Penggugat tidak hadir dalam sidang disebabkan suatu halangan yang sah;

4) Tergugat tidak hadir dalam sidang;

5) Tergugat memohon  putusan.

Apabila Tergugat lebih dari satu tetapi tidak hadir dalam sidang semua, hakim bisa menjatuhkan putusan gugur. Dalam putusan gugur Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan bagi pihak yang tidak puas dengan hasil putusan dapat mengajukan upaya banding ataupun mengajukan dalam perkara baru.

b. Putusan Verstek.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan dalam hal tergugat tidak pernah  hadir dalam sidang walau sudah dipanggil resmi. Pada sidang pertama atau sesudahnya, setelah pembacaan gugatan sebelum jawaban Tergugat, selama Tergugat atau para Tergugat seluruhnya tidak hadir dalam sidang dan sudah dipanggil secara resmi, maka putusan verstek bisa dijatuhkan.

Syarat-syarat dalam penjatuhan verstek harus terpenui, yaitu:
1) Sudah dipanggilan secara resmi serta patut terhadap Tergugat, tetapi Tergugat tidak hadir dalam sidang;

2) Tergugat tidak mewakilkan pada orang lain (kuasa);
3) Tidak hadirnya Tergugat karena adanya halangan yang sah;

4) Tergugat tidak melakukan eksksepsi mengenai kewenangan;

5) Sidang dihadiri Penggugat;

6) Penggugat memohon putusan.
Putusan verstek dapat juga dijatuhkan jika Tergugat lebih dari satu dan tidak hadir semua. Dalam menjatuhkan verstek hakim hanya menilai secara formil gugatan, dan belum ada penilaian  materiil akan  kebenaran dari dalil-dalil tergugat. Putusan Verstek bisa dijatuhkan dan mengabulkan gugatan sepanjang  gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, dan dalil-dalil dalam gugatan dianggap benar dan tidak perlu pembuktian karena tidak dibantah tergugat, kecuali perkara-perkara perceraian. Putusan Verstek tidak menerima gugatan bisa doijatuhkan karena gugatan dinilai tidak beralasan dan melawan hak. 

Tergugat bisa mengadakan perlawanan terhadao putusan Verstek dengan mengajukan verzet, akan tetapi sebelum hak verzetnya digunakan Tergugat tidak bisa banding. Sebaliknya, penggugat berhak banding terhadap putusan Verstek yang dijatuhkan. Tergugat tidak bisa mengajukan verzet jika penggugat mengajukan banding, tetapi tergugat tetap berhak untuk banding. Dalam perkara perceraian hakim berkewajiban membuktikan terlebih dahulu akan kebenaran dalil-dalil yang diajukan penggugat, dengan bukti yang cukup baru kemudian hakim menjatuhkah putusan verstek. Putusan verstek menjadi mentah dan pemerikasaan diteruskan pada tahapa berikutnya, jika tergugat mengajukan verzet;

Verzet berarti jawaban yang diajukan tergugat. Jika verzet dikabulkan, maka putusan verstek batal dan hakim akan menolak gugatan pengguat. Jika Verzet tidak diterima, maka dalam putusan akhir hakim akan menguatkan verstek.. Selanjutnya, terhadap putusan akhir tersebut, tergugat dapat mengajukan banding. Putusan verstek yang tidak diverzet dan tidak dibanding, berakibat putusan verstek tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
6.5.8.  Putusan Kontradiktoir.
Putusan akhir yang dijatuhkan dalam sidang tanpa dihadiri salah satu atau pihak-pihak. Namun baik penggugat maupun tergugat pernah hadir di dalam sidang, dan upaya banding dalam putusan kontradiktoir ini terbuka adanya upaya banding. 

Apabila putusan dilihat dari segi isinya  gugatan, maka putusan yang dijatuhkan hakim dapat dibagi, yakni : 
a. Putusan tidak diterima.
Dalam putusan tidak diterima Hakim menyatakan bahwa, gugatan penggugat tidak diterima, sebab gugatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan hukum, baik secara formil ataupun materiil. Apabila terdapat eksepsi dan dibenarkan hakim, maka oleh hakim dinyatakan gugatan tidak diterima. Akan tetapi, eksepsi tidak terjadi apabila gugatan tidak memenuhi persyaratan hukum atau ada hal yang menjadi alasan eksepsi. Penjatuhan putusan tidak diterima bisa dijatuhkan setelah  jawaban, kecuali dalam verstek gugatan tersebut dinyatakan tidak beralasan atau melawan hak, maka putusan tersebut bisa dijatuhkan sebelum jawaban. Ketika putusan dijatuhkan, pokok perkara (dalil) belum dinilai, yang dinilai saat itu baru persyaratan dalam menggugat, dan jika syarat untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil) tidak bisa diperiksa. Putusan berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan tidak diterima ini, terguat bisa mengajukan upaya hukum banding ataupun mengajukan perkara baru, inipun berlaku untuk pihak tergugat, dan sifat putusan ini merupakan putusan akhir.

b.  Putusan:  gugatan ditolak.
Dalam hal putusan terhadap gugatan yang ditolak maka Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat gugat sudah terpenuhi atau belum, hal ini ditujukan supaya hakim bisa memeriksa dan mengadili pokok gugatan. Setelah melalui proses pemeriksaan jika dalil-dalil penggugat tidak terbukti, maka hakim dalam menjatuhkan putusan akhir akan menyatakan gugatan ditolak. 
c. Putusan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian dan menolak untuk  

 selebihnya.
 Putusan tersebut adalah putusan akhir. Dalil dalam gugatan ada yang terbukti dan   ada yang tidak atau tidak memenuhi persyaratan, maka: jika dalil terbukti, tuntutan dikabulkan; jika dalil tidak terbukti, gugatan ditolak; dan jika dalil tidak memenuhi persyaratan, gugatan diputus tidak diterime;

d. Putusan mengabulkan gugatan seluruhnya.

Jika semua persyaratan  gugatan terpenuhi dan seluruh dalil-dalil penggugat dapat dibuktikan. Pada prinsipnya, setiap gugatan (petitum) harus didukung dalil yang bisa dibuktikan. Namun jika ada satu gugatan (petitum) didukung dengan beberapa dalil, dan satu dalil yang bisa dibuktikan maka dengan  demikian bukti itu sudah cukup, walaupun ada kemungkinan dalil-dalil yang lain tidak terbukti.

     
         e.Putusan; dilihat dari segi aspek sifatnya.

Sifat putusan tersebut mempunyai akibat hukum yang timbul karenanya, oleh sebab itu putusan itu bisa dibagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1). Putusan Diklatoir.

Putusan ini merupakan pernyataan pada keadaan tertentu dan bersifat sah menurut hokum.
 Putusan ini menyelesaikan semua perkara yang sifatnya voluntair pada bentuk penetapan (bechiking).Putusan ini biasanya berupa menyatakan dan tidak memerlukan eksekusi. Hanya memberi kepastian hukum pada keadaan yang telah ada, tidak mengubah maupun  menciptakan hukum baru;
2). Putusan Konstitutif.

Menciptakan keadaan hukum baru yang beda dengan keadaan hukum sebelumnya. Pasti mengenai status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu dengan yang lain. Tidak perlu eksekusi dan dinyatakan dalam bentuk putusan. Berupa penetapan atau pula menggunakan kalimat aktif yang berkaitan dengan pokok perkara. Contoh: memutuskan perkawinan, dsb. Keadaan baru yang ditimbulkan dimulai ketika saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

     
3). Putusan Kondemnatoir.

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum untuk memenuhi prestasi dengan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu pada pihak lawan.
 Putusan ini ada pada perkara kontentius dan pasti berbunyi  “menghukum” dan memerlukan eksekusi. Apabila terhukum tidak bersedia melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka dapat dimohonkan bahwa putusan bisa dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Selanjutnya, jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, putusan bisa dieksekusi, kecuali terjadi (vitvoerbaar bijvoorraad), yakni putusan dapat dilaksanakan walaupun  masih ada upaya hukum.
Putusan kondemnatoir bisa berisi hukuman supaya menyerahkan barang, membayar sejumlah uang, mengosongkan rumah/tanah, menghentikan/melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan menghentikan suatu keadaan tertentu.
f.Pelaksanaan Putusan 

Pada sistem peradilan terdapat bermacam-macam cara untuk melaksanakan   

putusan, yaitu :

1). Menjatuhkan hukuman kerpada salah satu pihak supaya membayar sejumlah  

      uang;
2). Menjatuhkan hukuman kepada salah satu pihak supaya melakukan perbuatan 
     tertentu;

3). Menjatuhkan hukuman Kepada salah satu pihak supaya mengosongkan suatu 
     benda tetap;

4). Mengeksekusi secara riil yaitu dengan menjual melalui pelelangan.

Namun demikian harus diingat, bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan memerlukan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

a). Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkecuali terhadap putusan 
      yang sifatnya serta merta (dapat dilaksanakan terlebih dulu), putusan provisi, 

      akta perdamaian dan grose akta.

b). Terhukum tidak menlaksanakan putusan dengan suka rela, walaupun sudah  

      ada peringatan (aan maning) dari ketua pengadilan;
      c).  Putusan bersifat Kondemnatoir, maka di dalam putusan diklaratoir serta 
            konstitutif tidak perlu eksekusi;

d). Pelaksanaan eksekusi melalui perintah dan dibawah pimpinan ketua 
      pengadilan.

Untuk pelaksanaan eksekusi yang mempunyai wewenang adalah pengadilan tingkat pertama, dengan cara-cara seperti berikut:

Berdasarkan Permohonan sita eksekusi dari salah satu pihak yang berperkara serta didasari surat perintah Ketua Pengadilan. Surat perintah tersebut dapat diterbitkan jika tergugat tidak hadir pada panggilan peringatan (aan maning) tanpa alasan sah serta tidak memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa aan maning. Pelaksanaan eksekusi dilakukan ditempat obyek eksekusi oleh panitera atau juru sita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang nama serta pekerjaannya harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi tersebut. setelah melakukan sita eksekusi panitera atau juru sita diwajibkan membuat berita acara yang di dalamnya berisi :
1) Nama, pekerjaan serta domisili para saksi;

2) Perincian secara lengkap semua pekerjaan yang telah dilaksanakan;

3) Ditandatangani panitera atau juru sita serta saksi-saksi;

4) Tersita dan kepala desa secara hukum tidak wajib menandatangai berita acara penyitaan;
5) Berita acara sita tersebut wajib diberitahukan pada pihak tersita saat itu juga dan jika tersita tidak hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut, maka berita acara itu secepatnya diberitahukan dikediamannya.

Penjagaan secara yuridis terhadap barang-barang yang disita diatur sebagai berikut:
1) penjagaan dan penguasaan tetap ada di tangan tersita;

2) Tersita tetap bebas menggunakan serta menikmatinyua hingga pelaksanaan lelang;

3) Barang tetap diletakkan di tempatnya, tanpa mengurangi kemungkinan pemindahan;
4) Penguasaan barang yang akan disita harus disebutkan dalam berita acara;

5) Jika barang tersebut dalam pemakaiannya bisa habis, maka tidak diperkenankan digunakan serta dinikmati oleh tersita.

Sita eksekusi tersebut dapat dilaksanakan tanpa kehadiran dari pihak tersita. 
6.5.9. Penetapan.

Hakim di dalam membuat penetapan sama dengan membuat putusan, tetapi di dalam penetapan tidak diperlukan adanya judul diuduk perkara dan tentang pertimbangan hukum, tidak ada kata “mengadili” tetapi cukup hanya menggunakan kata “menetapkan” 

Permohonan Penetapan dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan;
b. Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh perundang-undangan yang berlaku.

c. Hakim hanya menggunakan kata menetapkan dalam perkara yang diajukan pemohon;

d. Penetapan atau disebut jurisdiction valuntaria, karena hanya ada pemohon, baik itu pemohon I, Pemohon II dst.

e. Tidak ada konflik yang melatarbelakangi penetapan tetrsebut.
BAB III
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian di PN Semarang pada Bulan Juni 2016, telah diperoleh 5 (lima) putusan perceraian dengan permohonan hak asuh atau hak pemeliharaan dan mendidik anak. Putusan tersebut adalah 2 (dua) di tahun 2014, 2 (dua) di tahun 2015 dan 1 (satu) di tahun 2016. Adapun pembahasan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :
1.Putusan Nomor: 293/Pdt.G/2014/PN.Smg

1.1.Duduk perkara 

Kasus ini dimulai ketika penggugat (dalam hal ini adalah istri) yang sudah menikah dengan tergugat (dalam hal ini suami) selama sebelas tahun mengajukan gugatan cerai dengan alasan; tergugat  memiliki wanita idaman lain di tahun kedua perkawinan dan tahun ke Sembilan usia perkawinan. Selain itu, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat memiliki kebiasaan buruk dalam masalah keuangan, misalnya suka meminjam uang kepada banyak teman dan tidak pernah mengembalikannya. Kebiasaan buruk ini yang menyebabkan ia berpindah tempat kerja hingga dua kali. Semua tagihan akhirnya dilunasi oleh Penggugat. Tergugat bahkan pernah mengmbil BPKB milik orangtua penggugat Pdan menggadaikannya serta menggunakan uang hasil gadai itu untuk kepentingannya sendiri, mengambil perhiasan dan uang pendidikan anaknya dan tidak pernah mengembalikannya.

Akibat perilaku tergugat, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar. Akan tetapi tergugat tidak pernah merasa bersalah dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tindakan yang diambil oleh tergugat justru pergi meninggalkan penggugat dan kedua anaknya yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun.  Tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2012. Upaya penggugat untuk menghubungi tergugat tidak mendapat respon yang baik sehingga sampai gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah kembali. Meskipun berada di Semarang, penggugat dan tergugat telah berpisah dan tinggal di tempat yang berbeda; Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orangtuanya, sedangkan tergugat tinggal di rumah saudaranya.

Atas dasar kondisi tersebut, penggugat merasa bahwa perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 1 UUP. Atas pertimbangan tersebut penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus dan memohon diberi hak pemeliharaan dan mendidik  terhadap kedua anaknya. Kasus ini diputus oleh Majelis Hakim yang ketua dan anggota seluruhnya adalah hakim laki-laki.

1.2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh para saksi di persidangan bahwa telah terjadi percekcokan dan perselisihan yang disebabkan tergugat memiliki wanita idaman lain, tidak memberi nafkah kepada penggugat,  sering meminjam uang tetapi tidak pernah mengembalikan, tidak pernah menghubungi penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak tinggal satu rumah dengan penggugat maka Hakim membuat pertimbangan hukum untuk memutus perkawinan penggugat dan tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan salah satu alasan perceraian karena ‘antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’.

Hakim memutuskan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat di bawah asuhan, bimbingan dan pemeliharaan penggugat selaku ibunya berdasarkan pertimbangan kedua anak tersebut belum berusia 18 tahun dan selama ini tinggal bersama ibunya. Putusan ini tidak mengurangi kewajiban tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya tersebut.

1.3. Analisis Putusan

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa penetapan hak asuh anak didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1) anak penggugat belum berusia 18 tahun (10 tahun dan 4 tahun), 2) kedua anak bertempat tinggal bersama ibunya.

Akibat hukum dengan adanya perceraian adalah ditetapkannya salah satu orangtua (ayah atau ibunya) untuk mendidik dan memelihara anak-anak hasil perkawinan yang diputus oleh pengadilan. Pasal 41 (a) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap memiliki anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya, Pasal 41 (b) mengatur Bapak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; dalam hal bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan sang ibu untuk turut serta memikul biaya tersebut.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang batas usia anak dapat didengarkan pendapatnya dalam hal menentukan hak mendidik dan memlihara kepada siapa ia ingin tinggal dan dirawat. Akan tetapi KHI mengatur hak berpendapat anak meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit seperti yang diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a.Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak  ibunya;

b.Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk  memilih diantara  ayah atau ibunya sebagai pemegang hak   pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hanya KHI yang dengan jelas mengatur hak anak untuk didengar pendapatnya tentang keinginannya untuk ikut salah satu dari orangtuanya yang bercerai. Meskipun demikian hak berpendapat ini dibatasi kepada mereka yang telah berumur 12 tahun – bagi mereka yang berumur di bawah dua belas (12) tahun tampaknya mengikuti ibunya secara otomatis (lihat ketentuan Pasal 105 KHI).

Di dalam putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa anak-anak telah didengarkan pendapatnya, baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Hakim hanya mempertimbangkan usia yang masih belum cukup umur di bawah 18 tahun dan faktor kedekatan anak dengan salah satu orangtuanya untuk menentukan. Akan tetapi hal ini telah menunjukkan bahwa majelis hakim telah memperhatikan kepentingan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Hal ini sudah sesuai dengan dua asas (dari 4 asas) yang diatur di dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak. Menurut penjelasan Pasal 2 KHA, prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dimaknai sebagai hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. 

Di dalam Konvensi Hak Anak, penjabaran asas kepentingan anak terdapat di beberapa pasal, misalnya Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:  Pasal 3(1) menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan yang utama, Pasal 5 menghargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua untuk menyediakan dalam tata cara yang terus-menerus yang disesuaikan dengan kapasistas anak, pengawasan yang wajar.

Meskipun demikian, penghargaan atas hak berpendapat anak belum terlihat diterapkan oleh majelis Hakim dalam menentukan hak anak. Dalam wawancara dengan Hakim PN Semarang, Hakim yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam hal anak sudah bisa diajak berbicara maka Hakim akan menanyakan kepada anak tentang pendapatnya untuk ikut ayah atau ibunya. Pertanyaan yang diajukan bisanya dilakukan di luar ruang persidangan dan dengan menanggalkan baju hakim.
Apabila benar demikian bahwa anak telah didengarkan hak berpendapatnya maka proses mendengarkan hak-hak anak sebagai bagian dari proses persidangan meskipun dilakukan diluar ruang persidangan tetap harus dimuat di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut karena hal tersebut merupakan prinsip dasar asas penghargaan terhadap pendapat anak dan sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu untuk menjamin hak-hak anak di dalam sistem peradilan (khususnya di bidang hukum perdata) maka perlu ada transparasi dari pihak peradilan dan para Majelis hakim sebagai pelaksananya untuk memulai memasukkan hak-hak berpendapat anak di dalam putusan pengadilan sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 12(1) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa hak bagi seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang terkait dengan dan berakibat terhadap anak tersebut; pendapat mereka diberikan dengan mengingat umur dan kedewasan mereka. 

Selanjutnya, dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menyatakan dengan jelas kewajiban tergugat (ayah) untuk menemui anaknya paska perceraian dan juga kewajiban ayah dan ibu untuk mengatur jadwal pertemuan dengan sang anak karena bertemu dengan ayah atau ibunya setelah terjadinya perceraian merupakan hak anak yang wajib dipenuhi. Hal ini jelas sekali diatur di dalam Pasal 9 (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur penghargaan terhadap anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya adalah untuk membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Hal yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, misalnya ketika pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, tetapi mendapatkan hak untuk mengunjungi ternyata memiliki riwayat sering melakukan kekerasan.
 
2.Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2014/PN.Smg

2.1. Duduk Perkara

Penggugat (dalam hal ini suami) dan tergugat (dalam hal ini istri) telah menikah selama 15 tahun. Gugatan perceraian diajukan karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan setiap kali terjadi percekcokan yang hebat tergugat selalu ingin bercerai. Tergugat sering marah-marah kepada suaminya tanpa sebab. Pada tahun 2002, 2005 dan 2007 percekcokan terjadi di antara mereka berdua, dan tergugat pernah menggugat cerai suaminya pada tahun 2014. Akan tetapi perceraian tidak terjadi karena terjadi perdamaian. Setelah adanya kesepakatan perdamaian, kehidupan perkawinan mereka tidak juga membaik karena percekcokan masih terus terjadi. Hal inilah yang kemudian mendorong penggugat untuk menggugat cerai istrinya karena penggugat merasa tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan hak memelihara dan mendidik anak terhadap ketiga anaknya yang berusia 14 tahun, 12 tahun dan 9 tahun. Kasus ini diputus oleh majelis Hakim yang ketua dan anggotanya adalah laki-laki.

2.2. Pertimbangan Hukum

Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat karena berdasarkan fakta bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama satu tahun Sembilan bulan. Selain itu, perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan utama gugatan perceraian ini benar-benar terjadi berdasarkan keterangan para saksi. Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat sebagai ibu rumah tangga seharusnya menghormati penggugat sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi dalam kenyataannya tergugat hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal ini yang menguatkan majelis hakim bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan suatu perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan hak memelihara dan mendidik anak diserahkan kepada penggugat oleh hakim setelah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan ketiga anak dengan penggugat lebih dekat dibandingkan dengan tergugat, bahkan hingga gugatan perceraian diajukan ketiga anak tinggal bersama dengan penggugat maka Majelis Hakim menganggap sudah cukup alasan menurut hukum untuk menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak kandungnya. 

2.3. Analisis Kasus

Alasan Majelis Hakim dalam menentukan hak memelihara dan mendidik kepada penggugat karena: 1) tergugat (istri) telah meninggalkan penggugat dan anak-anaknya selama lebih dari satu tahun, 2) anak-anak tinggal bersama dengan penggugat, dan 3) anak-anak memiliki hubungan yang lebih dekat dengan penggugat/ayahnya. Selain itu jelas dinyatakan di dalam putusan bahwa Majelis Hakim telah mendasarkan pada keterangan penggugat dan saksi-saksi dalam menjatuhkan putusannya untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat, termasuk dalam menentukan hak memelihara dan mendidik anak. Di dalam putusan tersebut tidak tercatat oleh panitera tentang ada dan tidaknya proses untuk mendengarkan hak anak. Seharusnya di dalam putusan yang terkait dengan penentuan hak asuh anak, perlu ada keterangan tentang ada dan tidaknya proses untuk mendengarkan hak-hak anak dalam menentukan hak asuh anak, terlebih lagi usia anak-anak dalam kasus ini sudah cukup untuk dimintai pendapatnya, khususnya bagi anak-anak yang berusia 14 dan 12 tahun. Bahkan jika mengacu pada KHI maka usia ini merupakan usia yang wajib untuk ditanyai pendapatnya oleh Hakim. 

Meskipun Hakim menyatakan bahwa dalam setiap kasus yang mengenai hak asuh anak, anak selalu diminta pendapatnya,
 dalam kasus ini tidak jelas apakah anak-anak benar-benar didengar pendapatnya. Menurut peneliti, dengan adanya fakta yang kuat dengan perginya istri selama lebih dari satu tahun dan anak-anak tinggal bersama dengan ayahnya, sehingga secara alami terjalin kedekatan dengan penggugat sebagai sang ayah yang kemudian berperan ganda sebagai ayah dan ibu merupakan bukti dan dasar yang kuat bagi hakim untuk menentukan hak asuh anak kepada penggugat tanpa perlu meminta pendapat anak-anak. Demikian juga dengan adanya keterangan yang dinyatakan dan digunakan sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan mengenai ada atau tidaknya proses persidangan (baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan), untuk mendengarkan hak berpendapat anak dalam mementukan hak memelihara dan mendidik anak ini menjadi sangat penting mengingat asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak seperti yang sudah dimanatkan oleh Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 di Indonesia. Asas ini diperkuat lagi dengan diundangkannya UU Perlindungan Anak di tahun 2002.  Dengan memuat proses persidangan tentang hak berpendapat anak, maka terdapat kejelasan dan kepastian hukum di dalam menerapkan hak-hak anak di dalam sistem peradilan di Indonesia, selain itu juga memudahkan pemantauan paska perceraian oleh pemerintah dalam mengawasi pemenuhan hak-hak anak. 

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga menyatakan bahwa menyerahkan hak memelihara dan mendidik anak kepada penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak kandungnya. Putusan ini sangat memperhatikan hak-hak anak untuk tetap bertemu dengan orangtuanya setelah terjadinya perceraian dan hal ini sesuai dengan Pasal 9 (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur hak anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk tetap membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

3.Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Smg

3.1. Duduk Perkara

Penggugat (dalam hal ini istri) dan tergugat (dalam hal ini suami) telah menikah selama sepuluh tahun dan memiliki seorang anak berusia 9 tahun. Penggugat mengajukan dalil bahwa percekcokan dan perselisihan beberapa kali terjadi. Hal tersebut disebabkan tergugat seringkali mengungkit-ungkit hubungannya dengan tunangannya sebelum menikah dengan penggugat, dan tergugat ternyata masih berhubungan dengan tunangannya tersebut.  Tergugat juga berhubungan dengan teman-teman SMA dan kuliah. Setiap kali berselisih pendapat tergugat sering memukul penggugat dan mengucapkan kata-kata yang bersifat mengancam dan kata ‘cerai’. Menurut penggugat, kekerasan selalu menjadi cara bagi tergugat untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan dilakukan tidak hanya terhadap penggugat tetapi juga kepada anaknya. Kekerasan terakhir yang dilakukan oleh tergugat menyebabkan penggugat tidak masuk kerja selama dua hari; Penggugat tidak melaporkan ke polisi karena mempertimbangkan anaknya. Penggugat juga menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya. 

Dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan dan mendidik anak, penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada dirinya sebagai ibu kandungnya. Permohonan tersebut dibuat berdasarkan  45 UU perkawinan dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum tergugat agar menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 750.000,- setiap bulannya dan naik 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Tergugat memberikan jawaban penolakan beberapa dalil penggugat, misalnya perihal tergugat telah bertunangan, tergugat menjalin hubungan dengan teman-teman SMA dan kuliah, kekerasan yang dilakukan, dan tidak memberi nafkah. Tergugat menyampaikan bahwa dirinya tidak segera mendapatkan pekerjaan karena setiap kali mendapat pekerjaan ditolak oleh penggugat dengan berbagai alasan, misalnya tidak mau ditinggal jauh oleh tergugat, atau karena tergugat harus pulang seminggu sekali karena tempat kerja yang agak jauh (Pekalongan, Ungaran bahkan di Semarang) dan gaji yang kecil. Tergugat mendalilkan bahwa setelah setahun berpisah, ia tetap menjalin komunikasi dengan penggugat melalui sms dan masih berkunjung ke rumah penggugat yang tinggal bersama orangtuanya. Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan permohonan penggugat tentang hak pemeliharaan dan mendidik anak. Tergugat menyampaikan alasannya karena selama satu tahun berpisah dengan penggugat, anak tinggal bersama dengan tergugat. Tergugat yang merawat anak baik dalam hal sekolah dan belajar, maupun pemenuhan keperluan sehari-hari, bahkan perawatan ketika sakit. Tergugat mengatakan bahwa ketika si anak sakit, penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah menengok apalagi ikut merawat. Selama ini sang anak tinggal berdua bersama tergugat. Kasus ini diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh seorang Hakim perempuan dengan anggota seluruhnya adalah hakim laki-laki. 

3.2. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai karena percekcokan dan perselisihan berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk juga bekas pemukulan di wajah penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan yang diwarnai dengan perselisihan dan kekerasan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa.  Selain itu perselisihan dan percekcokan yang terjadi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian.

Majelis Hakim menolak permohonan penggugat tentang hak pemeliharaan dan mendidik anak karena selama setahun berpisah anak tinggal bersama tergugat dan tergugat yang merawatnya, sedangkan penggugat sebagai ibunya tidak pernah menengok. Majelis Hakim berpendapat untuk kenyamanan anak dan mempertimbangkan perkembangan jiwanya di kemudian hari maka hak apemeliharaan dan mendidik anak diberikan kepada tergugat. Meskipun demikian kedua orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa penggugat sebagai ibu kandungnya bisa sewaktu-waktu menengok anaknya yang ada dalam asuhan tergugat tanpa mengurangi privacy tergugat. Tergugat juga tidak boleh menghalangi penggugat yang ingin menengok anaknya karena antara penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama terhadap anak.

Mengingat permohonan penggugat tentang hak asuh anak ditolak oleh hakim, maka permohonan untuk menghukum tergugat agar membayar biaya pemeliharaan sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan dan naik 10% setiap tahun juga ditolak. 

3.3. Analisis Kasus

Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak kepada tergugat sebagai ayah dari anak yang diperebutkan hak pemeliharaan dan mendidik. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam membuat putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) selama penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama selama setahun anak telah tinggal bersama tergugat dan  tergugat yang merawat anak tersebut, 2) selama waktu itu penggugat sebagai ibunya tidak pernah menengok, 3) untuk kenyamanan anak dan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak di kemudian hari maka hak pemeliharaan dan mendidik anak diberikan kepada tergugat.

Dalam kasus ini terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat sebagai suami kepada penggugat sebagai istrinya. Ketidak hadiran penggugat selama setahun bisa dipicu oleh ketakutan istri terhadap suaminya, tetapi sikap penggugat juga tidak mebuat simpati Majelis Hakim ketika anaknya sakit dia tidak memiliki niat baik untuk menengok, bahkan sebaliknya dia menghendaki anaknya yang (saat itu sedang sakit) untuk dibawa kepadanya. 
Fakta yang ada membuktikan bahwa anak tinggal bersama tergugat dan tergugatlah yang selama itu merawat selama si anak sakit, memlihara dan mendidik anak seperti mendampingi anak belajar, sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di sisi lain, penggugat tidak bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh tergugat pada saat anak membutuhkan perhatian dan perawatan dari penggugat sebagai ibunya. 

Sikap dan Perilaku tergugat yang memenuhi kebutuhan anaknya tersebut secara alami telah menimbulkan hubungan kedekatan antara anak dengan tergugat, sehingga jika dipisahkan atau hak asuh diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya dikhawatirkan justru akan mengganggu kenyamanan yang telah terbangun dalam diri si anak, terlepas dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat. Tampaknya Majelis Hakim tidak terlalu memperhatikan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sebagai hal yang serius yang dapat mengancam keamanan, dan tumbuh kembang anak di masa depan. 
Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di berbagai negara, misalnya di Australia, sejarah atau riwayat salah satu orangtua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan benar-benar digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan hak asuh kepada ayah atau ibunya. Dasar yang digunakan adalah asas kepentingan yang terbaik anak, dimana anak jangan sampai terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, anak juga didengar pendapatnya (terlepas ada atau tidaknya unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga).
 Apabila ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga maka hakim biasanya juga memerintahkan hak untuk berkunjung secara terbatas dari salah satu orangtua yang melakukan kekerasan tersebut.
 

Jika dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan nasional maka permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai hal yang serius sehingga belum digunakan sebagai dasar pertimbangan yang kuat utnuk menentukan apakah seseorang yang memiliki riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan hak asuh atas anak. Dalam hal ini juga berpengaruh terhadap haknya untuk mengunjungi anaknya tersebut. Mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 9 (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur hak anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk tetap membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Bertentangan dengan kepentingan terbaik anak dalam kasus ini bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam gugatan yang diajukan, penggugat memohon hak pemeliharaan dan mendidik anak atas dasar UU Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pertimbangannya, majelis hakim sama sekali tidak menyinggung UU perlindungan Anak dikaitkan dengan hak-hak anak, khususnya asas kepentingan, asas tumbuh kembang anak, dan asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak.Seperti halnya putusan-putusan yang telah dianalisis sebelumnya, dalam putusan ini juga tidak dimuat pertimbangan hukum yang berdasarkan pada hak berpendapat anak. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim belum menganggap hak berpendapat anak ini sebagai hal yang mendasar untuk memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan, khususnya pada perkara perdata.
4.Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2015/PN.Smg

4.1.Duduk Perkara

Penggugat (dalam hal ini istri) dan tergugat (suami) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006. Pernikahan mulai tidak harmonis setelah kelahiran anak pertama karena tergugat sering keluar malam bersama-sama dengan temannya. Terjadi pertengkaran di tahun 2012 ketika penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Akibat pertengkaran tersebut tergugat pernah tidak pulang tiga bulan dan tidur di tempat tergugat menjalankan usahanya.  Tergugat pernah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan wanita idaman tersebut, tetapi di tahun 2015 ternyata tergugat masih menjalin hubungan lagi dengan wanita idaman yang sama dan bahkan telah menikah. Mengetahui hal tersebut, penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat dan kembali ke Semarang bersama ketiga anaknya. Penggugat juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan mendidik atas ketiga anaknya.

Tergugat memberikan jawaban atas dalil yang disampaikan oleh penggugat. Tergugat menyatakan bahwa sikap penggugat yang sering menimbulkan pertengkaran karena penggugat terlalu banyak menuntut kepada tergugat dan mau mencari menangnya sendiri tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi atau penghasilan tergugat. Tergugat merasa tidak keberatan jika terjadi perceraian karena merasa sudah tidak ada harapan lagi akan kehidupan yang rukun dan damai dalam berumah tangga dengan penggugat. Tergugat juga tidak keberatan untuk mengasuh ketiga anaknya demi masa depan dan pendidikan anak-anaknya tersebut

4.2.Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai penggugat setelah mendengarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat yang tidak memperhatikan keluarganya dan memiliki wanita idaman lain. Meskipun sudah ditegur tetapi tidak ada perubahan sikap dari tergugat. Permohonan ini dikabulkan dengan mempertimbangkan keputusan penggugat yang pulang ke Semarang demi menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. 

Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak yang diajukan oleh penggugat. Mengingat anak-anak tersebut belum dewasa dan kedekatan hubungan dengan penggugat dan selama ini tinggal bersama ibunya di Semarang maka demi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menjauhkan dari dampak buruk perilaku tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga maka hak asuh diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya. 
4.3.Analisis Kasus

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi dan alat bukti surat lainnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak yang diajukan oleh penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) anak-anak belum dewasa, 2) kedekatan hubungan dengan penggugat, 3) demi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan 4) menjauhkan dari dampak buruk perilaku tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tampak bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada penggugat didasarkan pada usia anak-anak yang belum dewasa. Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak mengingat usia anak-anak penggugat yang masih sangat muda, saat gugatan perceraian diajukan usia anak tertua hingga termuda secara berturut-turut adalah 8, 2 dan 1 tahun. Apabila anak-anak tersebt benar-benar dimintai pendapatnya maka hasil pemeriksaan persidangan (terlepas di laksanakan dalam tempat yang berbeda) terhadap hak berpendapat anak ini seharusnya dituangkan ke dalam putusan ini.

Mengingat anak-anak dibawa penggugat ke Semarang dan setelah itu tinggal bersama, maka tidak mengherankan ada kedekatan hubungan di antara mereka. Kedekatan hubungan ini sudah terjalin sejak tergugat meninggalkan penggugat bersama-sama dengan anak-anak tersebut. Dengan demikian merupakan hal yang wajar bagi Majelis Hakim untuk membuat putusan agar anak-anak dipleihara dan dididik oleh penggugat yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan jiwa dan kebutuhan hidup anak-anak tersbut.

Berdasarkan pertimbangan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menjauhkan dari dampak buruk perilaku tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga. Majelis Hakim telah memperhatikan asas kepentingan dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang.   Selanjutnya, penjelasan prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dimaknai sebagai hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Prinsip dasar berikutnya adalah asas penghargaan terhadap pendapat anak yang dinyatakan sebagai sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan prinsip dasar kepentingan terbaik sebagaimana diuraikan di atas maka tampak bahwa tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kata ‘kepentingan’ itu sendiri. Penjelasan ini menekankan kepada pemerintah melalui seluruh badan organisasi dan masyarakat untuk mengutamakan prinsip dasar ini di dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak (dan kepentingannya) – tuntutan yang sama juga diberlakukan terhadap hak berpendapat anak. Berdasarkan penjelasan prinsip dasar penghargaan terhadap pendapat anak, maka anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan memiliki hak yang bersifat mutlak untuk menyatakan pendapatnya, terutama jika hal-hal yang akan ditentukan/diputuskan/ditindaklanjuti akan mempengaruhi kehidupannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ‘hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya’, dengan demikian konsep ini mempunyai arti yang sangat luas sehingga dapat dilakukan analisis ulang terhadap hal ini untuk kebutuhan suatu penyusunan konsep yang berkaitan hak berpendapat anak dikaitkan dengan kepentingan atas kehidupannya, termasuk penentuan hak pemeliharaan dan mendidik anak yang dilakukan oleh Majelis Hakim di sistem peradilan.

5.Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Smg

5.1. Duduk Perkara

Penggugat (suami) dan tergugat (istri) telah menikah selama 8 tahun dan memiliki satu anak. Pernikahan mulai tidak harmonis di tahun ke tujuh karena diwarnai percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat yang keras dan banyak tuntutan tanpa mau memahami kesulitan ekonomi yang dialami oleh penggugat. Tergugat sendiri juga jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas. Penggugat berusaha untuk meredam percekcokan dengan mengalah dan berkomunikasi, akan tetapi tidak ada tanggapan dan perubahan yang baik dari tergugat. Akhirnya pada tahun 2013 tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan hingga gugatan ini diajukan juga tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar. Hal tersebut yang mendorong penggugat untuk menggugat cerai. Penggugat juga menohon agar hak pemeliharaan dan mendidik  diserahkan kepada penggugat demi perkembangan psikologi kejiwaan anaknya  dan karena masih di bawah umur.

5.2. Pertimbangan Hukum

Setelah mendengarkan saksi dan mendasarkan pada surat-surat bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah terjadi percekcokan dan pertengkaran terus menerus di antara penggugat dan tergugat, dan upaya untuk mendamaikan juga tidak berhasil. Oleh karena itu majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai penggugat dengan alasan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyebutkan bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat maka merupakan kewajiban kedua belah pihak selaku orangtua untuk memelihara, mendidik, mengasuh serta bertanggungjawab karena anak masih belum berumur 5 tahun. Atas dasar hal tersebut majelis Hakim kemudian menetapkan Permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak  diserahkan kepada penggugat.

5.3. Analisis kasus

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada penggugat sebagai ayah dari anak tersebut maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang utama yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah usia yang belum dewasa, yaitu 5 tahun dan ditinggalkan oleh penggugat begitu saja.  Seperti halnya putusan sebelumnya yang diteliti, tidak ada penjelasan mengenai hak berpendapat anak. Akan tetapi dengan mengingat usia anak yang baru berumur 5 tahun, maka kemungkinan besar anak ini tidak ditanya pendapatnya. Mengacu pada pendapat Hakim Eni, maka anak yang berusia 5 tahun belum dapat diajak ‘berbicara’.
 Dengan demikian putusan majelis hakim telah didasarkan pada kenyataan bahwa tergugat sebagai ibunya tidak memiliki perilaku yang baik karena meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan sah. Selanjutnya yang memelihara dan mendidik si anak selama itu adalah penggugat yang merupakan ayah anak tersebut, maka sudah layak jika Majelis Hakim menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.

Majelis Hakim tetap mendasarkan pertimbangannya pada akibat hukum putusnya perceraianyang diatur di dalam Pasal 41 UU perkawinan. Pasal 41 (a) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap memiliki anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya, Pasal 41 (b) mengatur Bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; dalam hal Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan sang ibu untuk turut serta memikul biaya tersebut. Pada penjelasan Pasal 41 (a) dan (b) UUP tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ‘kepentingan anak’. Akan tetapi dengan menekankan kewajiban kedua pihak paska perceraian, maka Majelis Hakim telah menekankan pada terpenuhinya asa kepentingan dan asas tumbuh dan berkembang anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 Konvensi Hak Anak.   Pertimbangan ini juga menyiratkan harapan atas pemenuhan hak-hak anak untuk tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan salah satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh anaknya (Lihat Pasal 9(3) Undang-Undang Perlindungan Anak) setelah putusnya perkawinan. 

Dengan demikian berdasarkan kelima putusan pengadilan dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak maka dapat diketahui bahwa dasar untuk menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada ayah atau ibu dilakukan dengan cara melihat pada: 1) keterangan saksi-saksi, 2) usia anak yang belum dewasa dan 3) kedekatan hubungan dengan kedua orangtuanya. 

Majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak kepada salah satu orangtua lebih banyak didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti seperti akte kelahiran, khususnya dalam menentukan usia anak. Seluruh putusan yang diteliti belum meunjukkan pertimbangan tentang pendapat anak. Ada beberapa putusan yang anak-anak para pihak sudah berusia di atas 10 tahun (Putusan Nomor 285?Pdt.G/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Smg); pada usia ini seorang anak sudah bisa diajak berkomunikasi dan berpikir, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak nampak bahwa anak-anak telah didengar pendapatnya. 
Dari kelima putusan yang diteliti, usia anak yang belum dewasa, dalam arti masih di bawah 18 tahun, menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kepada siapa anak akan diberikan. Akan tetapi usia anak belum dewasa bukanlah satu-satunya pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim karena masih ada pertimbangan hukum lain seperti keterangan saksi (seperti yang telah dibahas sebelumnya) dan kedekatan anak-anak dengan orangtuanya. Berdasarkan kelima putusan tersebut, tampak bahwa hak berpendapat anak untuk didengar belum termuat di dalam putusan (lihat Putusan  Nomor 285 dan 293). Kedua putusan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum mengenai hak berpendapat anak, padahal ada anak yang berusia di atas 10 (sepuluh) tahun. Apabila keterangan hakim yang diwawancarai adalah benar  menyatakan bahwa anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi akan didengar pendapatnya, maka proses ini seharusnya juga dituangkan ke dalam putusan di bagian pertimbangan hukumnya., terlepas proses ini dilakukan di luar ruang persidangan atau dalam ruang khusus untuk anak. Pemuatan ini sangat penting karena tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi merupakan penghargaan terhadap hak berpendapat anak yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 
Selanjutnya, pertimbangan hukum ketiga yang sering digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak adalah kedekatan hubungan dengan salah satu orangtuanya. Kedekatan hubungan ini meliputi kedekatan fisik dan psikologis/emosional, misalnya anak-anak telah tinggal bersama dengan salah satu orangtua untuk masa tertentu; anak-anak mendapatkan perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan dari salah satu orangtua dimana mereka telah tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu tersebut. Ketidakhadiran salah satu orangtua dalam memberikan perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk menolak permohonan salah satu orang tua untuk mendapatkan hak asuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak ini dapat diberikan kepada si ayah atau si ibu. Melalui faktor kedekatan ini Majelis Hakim dapat menilai tanggungjawab dari salah satu oangtua untuk keberlangsungan hidup si anak, tetapi hal ini tidak berarti meniadakan tanggungjawab salah satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh. Tanggungjawab yang diatur oleh Pasal 41 UUPerkawinan tetap melekat kepada mereka hingga anak dewasa.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, khususnya kedekatan anak dengan salah satu orangtuanya menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan kepentingan anak dan tumbuh kembang anak. Kepentingan anak dan tumbuh kembang anak merupakan prinsip dasar yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.  Kedua prinsip tersebut adalah dua dari empat prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 
Prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Konvensi Hak Anak tidak mendefinisikan asas kepentingan terbaik anak atau the best interest of the child. Menurut John Eekelaar, kepentingan terbaik dapat didefinisikan sebagai: 
Basic interests, for example to physical, emotional and intellectual care developmental interests, to enter adulthood as far as possible without disadvantage; autonomy interests, especially the freedom to choose a lifestyle of their own.



Jika mengacu pada naskah asli konvensi Hak Anak tentang kepentingan terbaik anak maka kepentingan terbaik anak tersebut meliputi: 

The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration

Berdasarkan asas kepentingan terbaik ini maka Majelis Hakim telah membuat keputusan yang memperhatikan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang anak dari berbagai aspek seperti perkembangan fisik, mental, moral dan pendidikan anak-anak tersebut.  

Asas berikutnya adalah asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak. Hak berpendapat ini merupakan hak untuk menyampaikan pendapat atas segala sesuatu yang ada di dalam pikiran seorang anak dengan tetap memprhatikan privasi anak-anak tersebut.
 Mengingat bahwa apa yang akan disampaikan sangat berkaitan dengan kehidupan pribadinya maka dapat dipahami jika ada keengganan untuk menyampaikannya di wilayah public (termasuk di ruang pengadilan). Akan tetapi mengingat bahwa menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak sangat berkaitan erat dengan masa depan anak-anak tersebut maka selayaknya anak-anak tetap didengar pendapatnya dengan tetap melindungi privasi mereka. Dengan demikian keterangan Hakim yang menyatakan bahwa anak-anak yang berdasarkan usianya sudah ‘bisa diajak omong’ di luar ruang atau proses pengadilan adalah tindakan yang melindungi privasi mereka.
 Hal ini sesuai dengan Pasal 14 (2) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat maka orangtua dan aparat penegak hukum memiliki hak dan kewajiban untuk menyediakan hak tersebut berdasarkan kemampuan dari anak-anak tersebut.
Apabila praktek mendengarkan hak berpendapat anak telah dilakukan maka sebaiknya hal tersebut dimuat di dalam pertimbangan hukumnya. Menurut peneliti hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak ini menjadi satu dengan permohonan untuk putusnya perkawinan. Dalam UUPerkawinan juga diatur bahwa putusnya perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu merupakan hak bagi seorang anak untuk didengar pendapatnya oleh hakim sebelum hakim membuat keputusan untuk menentukan hak asuh anak tersebut karena mendengarkan pendapat anak pada hakekatnya merupakan sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
  BAB IV

PENUTUP
1. Kesimpulan

1.1.Berdasarkan putusan yang diteliti, ada tiga pertimbangan hukum yang digunakan hakim 
      dalam menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak yaitu: keterangan saksi, usia anak    

      yang belum dewasa dan kedekatan hubungan antara anak dengan salah satu orangtua. 
      Menurut hakim yang diwawancarai, sebelum menetapkan putusan, anak-anak yang sudah 
      bisa diajak berkomunikasi ditanya pendapatnya. Akan tetapi proses ini tidak dimuat ke 
      dalam pertimbangan hukum di dalam putusan-putusan yang diteliti;

1.2.Faktor yang menjadi hambatan dalam penyampaian pendapat anak di persidangan: anak
       belum mampu diajak berkomunikasi, masalahnya sangat bersifat pribadi, terbatasnya 

       hakim yang mampu berkomunikasi dengan anak, karena dalam wawancara dengan hakim
       terungkap bahwa hakim perempuan yang lebih sering diminta untuk mememui si anak
       dan menanyakan pendapat mereka, serta perasaan  takut anak pada kehadiran/sosok orang 
        yang tidak dikenal.
2. Saran

2.1. Proses untuk mendapatkan pendapat anak yang dilakukan di luar ruang persidangan/ruang yang disediakan khusus untuk itu, sebaiknya dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum dalam  putusan karena hal tersebut merupakan bagian dari proses persidangan dengan pokok perkara yang menjadi bagian  dari perkara perceraian yang dimintakan oleh penggugat/tergugat;

2.2. Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak sebaiknya menjadi pertimbangan hukum yang utama dalam menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak, tidak hanya didasarkan pada keterangan 
          saksi dan penggugat/tergugat;

2.3. Majelis Hakim harus mempertimbangkan riwayat terjadinya kekerasan dalam rumah 

          tangga sebagai dasar dalam menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak.  
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